PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2003 '

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WATLIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang - : a. bahwa  dalam  rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah  dan
Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan
Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli
Daecrah (PAD);

b, bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan:

¢. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil suatu hal vang
sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui
dan dikenal status daripada seseorang, dan untuk Perencanaan
Pembangunan Daerah secara khusus dan Pembangunan’ Nasional pada
umumnya, yang dalam pelaksanaannya memerlukan biaya fisik dan
operasional :

d. bahwa pcelaksanaan pendaftaran dan pencrbitan Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil termasuk didalam Kewenangan Dacrah untuk
mengatur dan menetapkannya, maka untuk melaksanakannva lavak diatur
dan ditetapkan Retribusi Penggantian Biava Cetak Kartu Tanda Pendudulk
dan Akta Catatan Sipil untuk diperelech PAD Kota Padangsidimpuan
didalam pelaksanaanva :

¢. bahwa bordasarkan pertimbangan a, b. ¢ dan d. perlu diatur dan
ditctaphan  soatu Peraturan Dacrah - Kota  Padangsidimpuan  tentang
Relribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipit .

Nicngmgal S 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 entang PoRok-Pokok Perkawinan
(Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1 Tambahan lLembaran Negara
Nomor 3019): ,
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Womor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacralhl (Fombaran Negpara RU tahun 2000 Nomor 2406, Tambahan
[embaran Negara Nomor 4048):
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Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84.
Tambahan Lembaran Negara Namor 4111);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

_ (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);

14.

15

16.

Peraturan Mlenteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang P‘cnyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

.. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Penduduk ;

. Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daeral;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 entang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 tentang I.embaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG

RETRIBUST" PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

PPasal 1

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

d.

Dacrah adalah Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Kepala Dacrah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Badan T.egislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.

Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas fertentu di bidang
Retribusi Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan  yang

berlaku.
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h.

m.

€Y

p.

q.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha vang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil Karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil vang Khusus disediakan dan atau diberikan olch Pemerintah
Dacrah untuk kepentingan orang pribadi.

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi yang menurut Feraruran
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembavaran
Rewuibusi .

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan batas
svarktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan (asilitas dari Pemerintah
Dacrah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnva jumlah Retribusi vang
terhutang. :

Sucal ‘Tagiban Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah
surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda.

Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah vang disingkat dengan
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk
melaporkan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan
Retribusi. :

Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan atau
WNA vang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
vang berfaku.

Kartu Tanda Penduduk yang sclanjutnya disebut K17 adalah Kartu
scbhagot bukt (Legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam Wilavah Republik
Indoncsia.

Akta Catatan Sipil adalah serangkaian Kegiatan tentang pencatatan
hkeabsahan  scseorang  dan penerbitan  aktanya baik Warga Negara
Indoncsia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) schubungan
dengan  XKelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengesahan
‘Pengakuan/Pengangkatan Anak, perubahan nama atau pemberian
Keterangan yvang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disédiakan atau
diberikan  oleh  Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Sural Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penycloran Retribusi yang terhutang ke Kas Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan
SKRDI.B adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
Pembayaran Retribusi karcna jumlah kredit Retribusi Iebih besar dari
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau Keterangan lain dalam rangka pengawasan
Kkepatuban  pemenuhan  kewajiban  KRetribusi  berdasarkan  Peraturan
Perundang-undangan Reiribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah adalah serangkaian
lindakan vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang
sclanjuinya dischbut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yvang, dengan buktt itu membuat terang tindak pidana dibidang, Retribusi
Dacrah vang tegiadi serta menemukan tersangRanya.



BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Rctribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan
vang disediakan Pemerintah Daerah berupa pengadaan / pembuatan Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4
Subyck Retribust  adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau
pelavanan vang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan / pemanfaatan
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal §
Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan, memakai dan
memanfaatkan/menikmati Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
termasuk jenis Retribusi jasa umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Cara mengukur tingkal penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tacda Penduduk dan akta Catatan sipil schagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah
diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.

BABYV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNY A TARIF RETRIBUSI

PPasal 8

(1) Pansp dan sasacan dalam penctapan taril Retribusi adalah untulh mengganti
Praya Cetak KT dan Akta Catatan Sipil.

(2) Diava Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil vang dikcluarkan oleh Pemerintah

Iaceah



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Penggantian Biaya Cetak, Administrasi dan Pembinaan :

1) Kartu Keluarga : Rp. 5.000,-
2) Kartu Tanda Penduduk Rp. 2.500,-
3) Kartu Tanda Penduduk sementara bagi WNA Rp. 25.000,-
b. Biaya Pencetakan, Penerbitan akta catatan sipil yaitu :
1) Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI Rp. 15.000,-" Akta.
Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNA Rp. 30.000,-" Akta.

Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya ,\WNI Rp. 20.000 / Akta.
Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNA  Rp. 30.000" Akta.

2) Akta Perkawinan WNI Rp.150.000,- Akta
Akta Perkawinan WNA Rp.3200.000.- © Akta
3) Akta Pengesahan, Pengakuan Anak WNI Rp. 15.000,- " Akta
Akta Pengangkatan anak WNI . Rp. 15.000,-/ Akta
Akta Pengesahan, Pengakuan Anak WNA Rp. 100.000.- ~ Akta
Aktla Pengangkatan Anak WNA Rp. 100.000.- + AKkta
4) AKta Pereeratan WNI Rp. 200.000,- - Akta
Akta Perceraian WINA Rp. 350.000,- 7 Akta
5) Akta Kematian WNI Rp. 35.000,-. Akta
Akta Kematian WNA Rp. 135.000.- 7 Akta
6) Surat Keterangan Catatan Sipil Rp. 253.000,-  Akta
7) Akla ganlti / perubahan nama Rp. 15.000,-/ Akta
BAB VII

MASA RICTRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.
Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain
vang dipersamakan.

BAB VIII
WILAY AN PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retubusi dipungot de Wilayah Daceah tempat Kartu Panda Pendudule dan Akt

Catatan Sipil diterbitkan,



BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
*(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Tata cara penetapan Retribusi ditetapkan Berdasarkan SPTRD dengan
menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipcnuhi oleh Wajib Retribusi sehagaimana mestinya.
maka diterbitkan SKRI1) sceara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRI1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan
oleh Kepala Dacrah. '

Pasal 135

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BADBXI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang
dihunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengar menggunakan SKRD, SKRD
Jabatan, SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang dihunjuk maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. )

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. maka dikenakan sanksi berupa
bunga schesar 2% (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sccara tunay/lunas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi
untuk menunda atau mengangsur pembayaran Retribusi sampai hatas wakuu
yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

[Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana ditaaksud pada pasal 17 Peraruran Dacrah

it dibertkan tanda buktn pembayaran,
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(2) Sctiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku
pencrimaan Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB X11
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
scjak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan /
surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi vang terutang.

(3) Surat Teguran schagaimana dimaksud pada avat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
yang, dihunjuk.

Pasal 20
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Kepala Daeral. :

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21
(1) Kepala Dacrahy dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi.
2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat -

diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.

(3) Pemberian Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain untuk Wajib Retribusi yang berusia 60 tahun keatas

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1V

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRAST DAN PEMBATALAN

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD
vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan Retribusi
daerah.

(2) Wajib  Retribusi  dapat mengajukan permohonan  pengurangan  atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yvang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan Karcna kehilapan Wajib Reteibusi
atau bukan Karena kesalahannya.

-
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(33 Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
Ketetapan Retribusi vang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud
avat (1), (2), dan (3) pasal ini harus disampaikan secara ‘tertulis oleh wajib
Retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari s¢jak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan  vang jelas dan
mevakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan  atas  permohonan  sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini,
dikeluarkan oleh Kepala Daerah  paling lama 3 (tiga) bulan se¢jak surat
permohonan diterima,

(6) Apabila sudah fewat 3 bulan sebagaimana dimaksud pada avat (3) pasal ini
Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka
permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XV .
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 23

(1) Wik Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan  Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus
disampaikan sccara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN *
KNELEBINIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,pasal ini, atas
kelebihan pembayaran Retribusi dapat di perhitungkan terlebih dahulu dengan
hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

(3) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang berhak .
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dengan pembayaran
Ratribust selanjuinya.

Pasal 25

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan
sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini di terbitkan SKRDLB
vang paling lambat 2 bulan scjak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi

Kelebihan pembavaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di
kembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya
SKRDIB,

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat waktu
2 bulan sejak di terbitkannva SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan
deteda 2% atas Keterlambatan pembayaran kelebiban Retribusi.

(!
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Pasal 26

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Dacrah ini dilakukan
dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25 diterbitkan bukti pemindah
bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI1II
PENYIDIKAN
Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikar tindak pidana
dibidang Rectribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b, Nlencrima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana Retribusi.

¢. Mencrima kKeterangan dan bahan bukti dari orang pribadi schubungan
dengan tindak pidana bidang Retribusi.

d. Memeriksa  buku-buku,  catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen lain
berkenaan Jengan tindak pidana dibidang Retribusi.

¢.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan-*
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut.

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi.

¢. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf c.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi .

i, Memangeil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangha atau saksi.

j. Nlenghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang
Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya
penvidikan, tindakan upava paksa dan menyampaikan hasil penvidikannya
Lepada Penuntut Umume harus dan wajib terlebile dahalu dikoordinasikan
mchalur peny edde epabat Pohist Negara Repubhilh Indoncesra sesuan dengan
Ketentuan vang, danue datam Kutab Undang-Undang Hukum Acara Prdana vang
berlalu
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTTI?
Pasal 29
Dengan barlaekunya Peraturan Dacrah  ini,  maka  segala ketentuan yang
herfenfangan donn fidak sesuai dengan Peraturan Daeral int dinyvatakan (idak
berlaiu iagt.
Pasal 30

Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Pacral ini

SCPANINE Mengendi
pelaksanaannyva akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah,

Pasal 31

oD

=y o 4 ¥ . »
Peraturan Dacrab ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.

Agav ecctiap orang  mengetahuinya, memcerintahkon  pengundangan  Peraturan

Daeralt  int dengan enempatannva  dalam F.embaran  Dacrah Kota
& I A

Padangsidimpuaan. :

Ditetag:kan di Padangsidimpuan
pada tanggai Y2 At 2003
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berfakunya  Peraturan Daerah ini, maka segala  ketentuan  yang
bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak -
beriaku lagi.
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini  sepanjang mengenai
pelaksanaannyva akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini  dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Ditetapkén di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Mavrek jo003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
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